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ABSTRAK

Dengan adanya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/265/DINKES/
2006 tentang Pelayanan Unit Gawat Darurat 24 Jam di Puskesmas Non
Perawatan Kabupaten Tanah Bumbu, menyebabkan timbulnya permasalahan
dalam pelaksanaannya. Jumlah dokter yang terbatas di setiap Puskesmas non
perawatan, serta belum terpenuhinya standar ruangan, peralatan, dan obat di
Unit Gawat Darurat 24 jam Puskesmas non perawatan, menarik perhatian
penulis untuk meneliti tanggung jawab dokter dalam melaksanakan pelayanan
kesehatan berdasarkan Keputusan Bupati-tersebut:

Metode Penelitian-yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis sosiologis,
dengan data primer dan data sekunder.-Pengumpulan data dilakukan dengan
metode wawancara terbuka dari beberapa narasumber_padaDinasKesehatan,
Puskesmas,bagian hokum pemerintah daerah, Ikatan Dokter Indonesia, dan ahli
hokum administrasi negara, serta studi kepustakaan, dan dokumen-dokumen
terkait. Analisa data dalam penelitian ini menggunak ananalisa data kualitatif,
dimana data diuraikan dan disajikan dalam bentuk narasi.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Keputusan
Bupati ini dapat dibatalkan, karena secara legal formal melampaui batas
wewenang Kepala Dinas Kesehatan dalam penandatangannya, serta secara
substansi belum “memenuhi dasar.hukum-yang berlaku. Kemudian dalam
pelaksanaannya, dokter belum dapat memenuhi tanggung jawabnya, diluar jam
kerja dinas harian pegawai; pada sore dan malam-hari, baik secara etik maupun
secara hukum, dimana adanya alasan pemaaf, yaitu resiko kelelahan maupun
kelalaian, akibat keterbatasan jumlah dokter, serta di sisi lain dokter juga
belum dapat memenuhi standar profesi, standar operasional prosedur, dan
standar pelayanan, karena belum terpenuhinya standar ruangan, peralatan, dan
obat di Unit Gawat Darurat 24 jam Puskesmas non perawatan. Tanggung jawab
pemerintah menjadi bagian utama dalam pemenuhan jumlah dokter, serta
standar fasilitas ruangan, peralatan, dan obat gawat darurat yang diperlukan.
Kata kunci: Keputusan Bupati, Unit Gawat Darurat 24 jam, Puskesmas Non

Perawatan, tanggung jawab, alasan pemaaf.
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ABSTRACT

In an effort to improve health care for the public, the regional government issued
a policy through the Decree of the Tanah Bumbu Regent No. 188.46 / 265 /
DINKES / 2006 concerning 24-Hour Emergency Unit Services at the Non-
Nursing Health Center in Tanah Bumbu Regency. But in its implementation it still
encountered various obstacles, especially in health services by doctors. The doctor
responsibility in carrying out health services based on the Regent's Decree has
become a matter of interest to the writer.to research.

The research is sociolegical juridical. with.primary“data and secondary data. The
data collection technique used was interviewing several informants at the Health
Office, (health centre) puskesmas, legal section of the regional government, and
state administrative law experts, as well as library studies, and related documents.
The data analysis technique in this study uses qualitative data analysis, where data
is described and presented in narrative form.

Based on the results of the study it can be concluded that doctors have not been
able to; be responsible, both ethically and'legally for implementation 24-Hour
Emergency Unit Services at the -Non-Nursing Health Center in Tanah Bumbu
Regency.where doctors are at risk for fatigue and negligence, because the number
of doctors:is-limited (there is a reason for forgiveness). The responsibility of the
government isa. major ‘part_in providing-sufficient numbers of doctors, medical
devices, medicines, and health facilities that are emergency. From the results of
the study, it can alse“be coneluded that the Regent's Decree can be null and void,
because it has not fulfilled the legal basis for the establishment of laws and

regulations, both substantially and legally formal.

Keywords: Regent Decree, 24-hour Emergency Unit, Unit Services at the Non-

Nursing Health Center,responsibility, doctor, legal basis.
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